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BUPATI BULUNGAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI BULUNGAN 

                                        NOMOR 46 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2022 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULUNGAN, 

 

Menimbang   :  a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 

Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan 

Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di 



-2- 
 

Pemrakarsa Sekda 

 

 

 

 

 
 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2756); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897);  

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Nomor 6057) sebagaimana 
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telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6847);  

  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standart Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);  

  9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 144); 

  10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 69 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan 

Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Bulungan Tahun 2024 Nomor 2);  

  11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023  Nomor 

8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 57 dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 

2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Bulungan Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Bulungan Tahun 2024 Nomor 2), diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 57 

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, 

CPNSD dan Personil Non PNSD selaku pelaksana 

perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas 

paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah 

perjalanan dinas dilaksanakan. 

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a. biaya transport dan biaya penginapan 

dipertanggungjawabkan secara at cost dan 

berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan 

b. uang harian dan uang representasi perjalanan dinas 

dipertanggungjawaban secara lumpsum. 

(3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas 

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, 

CPNSD dan Personil Non PNSD selaku pelaksana 

perjalanan dinas paling sedikit  melampirkan: 

a. ST yang sah;  

b. SPD yang telah ditandatangani oleh pengguna 

anggaran/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan 



-5- 
 

Pemrakarsa Sekda 

 

 

 

 

 
 

perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi 

tempat tujuan perjalanan dinas;  

c. tiket pesawat, Boarding Pass, Airport Tax, retribusi, 

dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;  

d. daftar pengeluaran riil;  

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan 

dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran 

lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang 

bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; 

f.  bukti pembayaran hotel atau tempat menginap 

lainnya;  

g. fotokopi sertifikat/STTPP bagi yang mengikuti Diklat 

dan sejenisnya; dan  

h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan 

melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.  

(4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan pindah dengan 

melampirkan dokumen berupa: 

a.  fotokopi surat keputusan pindah; 

b. SPT dan SPD yang telah ditandatangani pejabat 

berwenang; 

c. kuitansi/bukti penerimaan Uang Harian; 

d.  kuitansi/bukti penerimaan biaya transport; dan/atau 

e. kuitansi/bukti penerimaan biaya pengepakan dan 

angkutan barang. 

(5) Pejabat Negara, PNSD, Pimpinan dan Anggota DPRD yang 

melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri wajib 

menyampaikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja kepada Menteri Dalam Negeri dan pejabat yang 

memberi perintah perjalanan dinas, sejak kedatangan di 

Indonesia (ditempat kedudukan).  
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

dan berlaku surut sejak  8 Oktober 2024.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. 

 
 

Ditetapkan  di  Tanjung  Selor  

pada tanggal 12 Desember 2024              

                                                                            

                                                         BUPATI BULUNGAN, 

 

ttd 

 
 

                                                                                   SYARWANI 

 
 
 

 
Diundangkan di Tanjung Selor  

pada tanggal 12 Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

  

ttd 

 

                            RISDIANTO  

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 46 

 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 
 
 

SUROSO, SE 
Pembina Tingkat I / IVB 

NIP. 19700310 199303 1 008 


